BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan dan uraian yang terdapat di bab-bab sebelumnya,
maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini, antara lain:

1. Suatu hak sewa atas tempat usaha di areal pasar PD Pasar
Bermartabat Kota Bandung yang dibuktikan dengan Surat Sewa
Tempat Usaha (SSTU) dapat menjadi objek jaminan dalam suatu
perjanjian jaminan. Terkait penjaminan hak sewa atas tempat usaha
oleh pemegang hak kepada pihak lain tidak diatur secara jelas
dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung
maupun Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
Namun, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota
Bandung diatur sebagai berikut:

“Tanpa 1jin Walikota para pedagang dilarang:

a. Mendirikan, merubah bentuk/konstruksi serta
menambah/merubah bentuk/konstruksi serta memperkecil
tempat berjualan dan merubah jenis barang dagangan.

b. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel/generator,
sumur bor di dalam dan sekitar tempat berjualan.

c. Menjual, menyimpan barang-barang lain yang mengganggu

kesehatan.
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d. Menjual/memindahtangankan, menjaminkan atau
menggadaikan tempat berjualan kepada siapapun.

e. Menggunakan alat-alat pembangkit api antara lain kompor,
tungku api dan sejenisnya.

f. Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan

daya listrik dan air.”

Ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa apabila pedagang
hendak menjaminkan hak pakai atas tempat usaha perlu izin dari
Walikota. Ketentuan tersebut diperbaharui dengan Peraturan
Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota
Bandung jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1264 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung mengatur bahwa hak
sewa tempat usaha dapat dipindahtangankan dan disewakan
(termasuk dijaminkan) kepada pihak lain dengan persetujuan
tertulis dari Direksi atau pejabat yang ditunjuk (Kepala Unit

Pengelola Pasar).

Pada saat SSTU hendak dijadikan sebagai objek jaminan, objek
jaminan sesungguhnya adalah hak yang dibuktikan dengan SSTU
tersebut, yaitu hak sewa atas tempat usaha. Hak sewa atas tempat
usaha merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dibuktikan
dengan suatu surat bernama SSTU yang di dalamnya tercantum
nama pemilik hak sewa atas tempat usaha. Terdapat dua jenis
jaminan yang dikenal di Indonesia untuk menjaminkan benda

bergerak dan tidak berwujud, yaitu gadai dan fidusia.

Dalam praktik dunia kenotariatan, hak sewa atas tempat usaha

umum dijadikan sebagai objek jaminan. Penjaminan atas hak sewa
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atas tempat usaha dilakukan dengan membuat Akta Perjanjian
Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie). Banyak orang yang
salah mengartikan cessie sebagai jaminan, namun sesungguhnya
cessie bukanlah jenis jaminan, melainkan bentuk penyerahan

tagihan atas nama

Apabila dilihat dari klausul-klausul akta tersebut pada umumnya
tidak menyebutkan secara spesifik jenis jaminan yang digunakan.
Namun, apabila dianalisis kebiasan dalam dunia kenotariatan itu
menggambarkan pola penjaminan menggunakan jenis jaminan
gadai atas benda tidak berwujud berupa hak sewa atas tempat
usaha. Praktik penjaminan dalam dunia kenotariatan ini telah
berlangsung sejak lama dan dalam eksekusinya tidak terdapat

permasalahan yang serius.

Penegasan penggunaan jenis jaminan gadai akan lebih menjamin
kepastian hukum dan menguntungkan bagi para pihak. Bagi
kreditur, gadai dapat menjamin posisinya sebagai kreditur preferen.
Penjaminan dengan gadai juga memberikan kewenangan untuk
melakukan eksekusi langsung, sehingga memberikan kedudukan
yang aman bagi pihak kreditur. Sedangkan bagi debitur, gadai
dapat menjamin bahwa kepemilikan atas SSTU tidak akan
dianggap telah beralin ke kreditur, melainkan hanya dijadikan
sebagai objek jaminan. Penulis menyimpulkan bahwa SSTU dapat
dijadikan sebagai objek jaminan dan jenis jaminan yang paling

memadai adalah gadai.

5.2.  Saran
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelumnya terhadap permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, maka dapat

diberikan saran-saran sebagai berikut:
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1. Saran untuk Pemerintah Kota Bandung: Sudah lima tahun sejak
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang
mencabut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung
Peraturan Daerah Kota Bandung diundangkan. Namun hingga saat
penulisan ini diselesaikan, pemerintah tidak juga membuat
peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota
Bandung terkait Pengelolaan Pasar di Lingkungan Perusahaan
Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Terdapat beberapa
pengaturan yang sebelumnya ada di Peraturan Walikota Bandung
Nomor 112 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar di Lingkungan
Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang belum
diatur di peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar
Bermartabat Kota Bandung. Salah satu yang belum diatur adalah
terkait pengalihan dan penyewaan kembali hak sewa atas tempat

usaha di areal pasar PD Pasar Bermartabat.

Demi terwujudnya kepastian hukum, alangkah baiknya bila
Pemerintah Kota Bandung segera menerbitkan peraturan pelaksana
dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung terkait
pengelolaan pasar di lingkungan PD Pasar Bermartabat. Sebaiknya,
peraturan tersebut juga dilengkapi dengan pengaturan terkait
penjaminan hak sewa atas tempat usaha. Peraturan tersebut perlu
dilengkapi dengan jenis jaminan apa Yyang tepat untuk
menjaminkan hak sewa atas tempat usaha, contohnya adalah
seperti yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait penjaminan atas
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saham atau dalam Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun terkait penjaminan atas SKBG

sarusun.

. Saran untuk Pemerintah Kota Bandung: Penjaminan hak sewa atas
tempat usaha sebaiknya dieksplisitkan (dinyatakan secara jelas)
bahwa yang digunakan adalah jenis jaminan gadai. Mekanisme
penjaminan sebagaimana umum dilakukan dalam praktik dunia
kenotariatan menunjukkan pola penjaminan menggunakan gadai,
yaitu SSTU sebagai bukti kepemilikan atas hak sewa tempat usaha

diserahkan kepada pihak kreditur.

. Saran untuk Pemilik Hak Sewa Tempat Usaha: Mekanisme
penjaminan menggunakan jenis jaminan mensyaratkan benda
jaminan untuk berada dalam penguasaan kreditur (pemegang
gadai).  Sebaiknya, pemilik hak sewa tempat usaha tidak
sembarangan menjaminkan hak sewa atas tempat usaha untuk
menghindari kemungkinan SSTU atas hak sewa tempat usaha

tersebut dialihkan secara melawan hukum.

. Saran untuk Kreditur: Salah satu prosedur yang harus dilalui untuk
menjaminkan hak sewa tempat usaha adalah permohonan izin dari
Direksi PD Pasar Bermartabat. Oleh karena itu, kreditur sebaiknya
memastikan bahwa telah mendapatkan izin untuk menjaminkan
hak sewa tempat usaha beserta SSTUnya. Selain itu, kreditur juga
perlu memastikan bahwa debitur merupakan pemilik yang sah dari

hak sewa tempat usaha atau SSTU.
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